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KATA PENGANTAR 

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan 

buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran 

SHQXOLV� \DQJ�GLEHUL� MXGXO� ´ Budaya 3 S (Sipakatau, Sipakalebbi 

dan Sipakainge) untuk Formulasi Kebijakan Anggaranµ�� 6D\D�

menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai 

pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh 

karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua 

pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku 

ini bisa hadir di hadapan pembaca.  

Buku ini mencoba memulai dari konsep Paradigma baru 

penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia pada dasarnya 

dilandasi oleh prinsip-prinsip demokrasi lokal dan good governance. 

Dengan landasan tersebut maka pemerintah daerah dan DPRD 

sebagai institusi lokal yang mengemban tanggung jawab 

penyelenggaraan otonomi daerah yang merupakan perwujudan 

dari representasi masyarakat lokal.  

Pada umumnya konflik terjadi pada tahap pencarian 

kesepakatan untuk ditetapkan menjadi APBD, biasanya terjadi 

tarik-menarik kepentingan diantara pemerintah daerah dan DPRD. 

Dengan demikian maka kepentingan pemerintah daerah dan DPRD 

yang akan mendapat prioritas utama karena kepentingannya bisa 

diperjuangkan pada tahapan akhir. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun 

sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya 

berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala 

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan 

membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
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Kegagalan pola pemerintahan sentralistik dan otokratik pada 

era Orde Baru, telah memunculkan kesadaran kolektif akan 

pentingnya pola pemerintahan yang desentralistik dan demokratis. 

Kondisi tersebut ditandai dengan lahirnya reformasi dan jatuhnya 

pemerintahan Orde Baru. Salah satu sebab jatuhnya rezim orde 

baru adalah dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah 

daerah. Seperti dalam hal formulasi kebijakan anggaran, 

pemerintah daerah tidak memiliki peranan yang berarti dalam 

proses perumusan kebijakan anggaran, sebab proses kebijakan 

anggaran didominasi pemerintah pusat. Sehingga kebijakan 

anggaran pada pemerintah daerah tidak mencerminkan tuntutan 

dari kebutuhan daerah tetapi berorientasi pada kepentingan 

pemerintah pusat di daerah.  

Oleh karena itu gerakan reformasi yang menggulingkan 

kekuasaan Orde Baru turut berpengaruh di dalam perkembangan 

perundang-undangan pemerintahan daerah. Salah satu pengaruh 

tersebut adalah kelahiran Undang-Undang No. 22 1999 tentang 

Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-undang 

tersebut merupakan blue print pembangunan untuk membenahi 

penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya lebih 

menekankan pemerintahan pusat dalam setiap upaya 

pembangunan wilayah, pelayanan publik, dan pemberdayaan 

masyarakat. Kedua undang-undang tersebut memperkenalkan 

PENDAHULUAN 
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A. Pengertian Kebijakan Publik 
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan 

diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis 

besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, 

kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, 

organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip 

dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai 

sasaran. Menurut 7KRPDV� 5�� '\H� EDKZD� ´NHELMDNDQ� SXEOOLN�

adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan 

atau tidak dilakukan (whatever governments choose to do or not to 

do�µ�� 

Seorang ahli Jerman lainnya, Crinson dalam Ayuningtyas 

(2014: 8) menyatakan bahwa: 

Kebijakan merupakan sebuah konsep, bukan fenomena spesifik 

maupun konkret, sehingga pendefinisiannya akan menghadapi 

banyak kendala atau dengan kata lain tidak mudah. Selanjutnya 

Crinson juga membenarkan bahwa kebijakan akan jauh lebih 

bermanfaat apabila dilihat sebagai petunjuk untuk bertindak 

atau serangkaian keputusan atau keputusan yang saling 

berhubungan satu sama lain. 

 

 

 

KONSEP KEBIJAKAN 
PUBLIK 



 
 

45 

BAB 

3 
 

 

A. Peran Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan 
Kajian terhadap aktor perumus kebijakan merupakan hal 

yang penting. Para aktor merupakan penentu isi kebijakan dan 

pemberi warna dinamika dalam tahapan-tahapan proses 

kebijakan. Sesuai dengan pendapat Winarno (2012), jika tipe 

kebijakan berpengaruh terhadap tingkat kesulitan yang dapat 

terjadi dalam proses formulasi kebijakan, maka aktor-aktor 

pelaksana dan hubungan antar aktor berpengaruh langsung 

terhadap keberhasilan proses formulasi kebijakan. Para aktor 

tersebut masing-masing mempunyai karakteristik yang 

menunjukkan kekuatannya mempengaruhi proses kebijakan. 

Perumusan kebijakan dalam prakteknya akan melibatkan 

berbagai aktor, baik yang berasal dari aktor negara maupun 

aktor non negara atau yang disebut oleh Anderson dalam Abdul 

Wahab (2005) sebagai pembuat kebijakan resmi (official policy-

makers) dan peserta non pemerintahan (nongovernmental 

participants). Pembuat kebijakan resmi adalah mereka yang 

memiliki kewenangan legal untuk terlibat dalam perumusan 

kebijakan publik. Mereka ini menurut terdiri atas legislatif; 

eksekutif; badan administratif; serta pengadilan. Legislatif 

merujuk kepada anggota kongres/dewan yang seringkali 

dibantu oleh para staffnya.  

 

AKTOR DALAM 
PROSES PERUMUSAN 

KEBIJAKAN 
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A. Pengertian Interaksi Sosial 
Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik dalam 

masyarakat yang tercipta karena adanya komunikasi antara satu 

pihak dengan pihak lainnya melalui sebuah tindakan tertentu. 

Tindakan yang dimaksud disini adalah semua tindakan yang 

sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat 

tersebut. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, seorang 

manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. 

Manusia pasti membutuhkan bantuan dari individu atau 

kelompok lain, oleh karena itu kita sebagai manusia sebenarnya 

melakukan interaksi sosial dengan tujuan utama untuk bertahan 

hidup. 

Interaksi sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan 

yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial 

yang berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat. Dengan 

adanya nilai dan norma yang berlaku, interaksi sosial itu sendiri 

dapat berlangsung dengan baik jika aturan - aturan dan nilai ² 

nilai yang ada dapat dilakukan dengan baik. Jika tidak adanya 

kesadaran atas pribadi masing-masing, maka proses sosial itu 

sendiri tidak dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. 

Di dalam kehidupan sehari ² hari tentunya manusia tidak dapat 

lepas dari hubungan antara satu dengan yang lainnya, ia akan 

selalu perlu untuk mencari individu ataupun kelompok lain 

untuk dapat berinteraksi ataupun bertukar pikiran.  

INTERAKSI 
SOSIAL 
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A. Bentuk Interaksi DPRD dan Pemerintah Daerah 
Interaksi sosial berasal dari istilah dalam bahasa Inggris 

social interaction yang berarti saling bertindak. Interaksi sosial 

merupakan hubungan sosial yang dinamis, bersifat timbal balik 

antarindividu, antarkelompok, dan antara individu dengan 

kelompok. Interaksi sosial terjadi apabila satu individu 

melakukan tindakan sehingga menimbulkan reaksi bagi 

individu-individu lain. Interaksi sosial tidak hanya berupa 

tindakan yang berupa kerja sama, tetapi juga bisa berupa 

persaingan dan pertikaian. 

Menurut Madani (2011:46), bahwa: 

Bentuk interaksi antara DPRD dan pemerintah daerah sebagai 

wujud dari fungsi mengatur (policy formulation) dan fungsi 

mengurus (policy implementation) yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah bersama DPRD. Relasi kedua lembaga penyelenggara 

pemerintahan daerah tersebut menjadi salah satu faktor yang 

menentukan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah 

walaupun sebenarnya dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah tidak hanya ditentukan oleh proses relasi antara DPRD 

dan pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan interaksi dengan 

berbagai institusi pusat maupun pemerintah provinsi.  

Selanjutnya Rodinelli dalam Madani (2011:46). 

Mengemukakan bahwa:  

Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam penyelenggaraan 

desentralisasi adalah interaksi antara penyelenggara 

INTERAKSI DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH DAN 

PEMERINTAH DAERAH DALAM 
PROSES PEMBAHASAN KUA-PPAS 

DAN RAPBD 
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A. Dasar Formulasi Kebijakan 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara, Bab   IV, Penyusunan dan penetapan 

APBD, Pasal  16 (1) APBD merupakan wujud pengelolaan 

keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan 

peraturan daerah. (2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, 

anggaran belanja, dan pembiayaan.(3) Pendapatan daerah 

berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan 

lain-lain pendapatan yang sah. (4) Belanja daerah dirinci 

menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. 

Dalam Pasal 17, Ayat (1) APBD disusun sesuai dengan 

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan 

pendapatan daerah, (2) Penyusunan Rancangan APBD 

sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berpedoman kepada 

rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan 

tercapainya tujuan bernegara, (3) Dalam hal anggaran 

diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan 

untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang 

APBD, (4) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan 

penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang 

APBD.  

Selanjutnya dalam Pasal  18 (1) Pemerintah Daerah 

menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran 

berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

FORMULASI KEBIJAKAN 
ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH 
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Konstruksi kelembagaan daerah harus mencerminkan 

adanya mekanisme check and balances antara DPRD dan pemerintah 

daerah, dan masyarakat. Demikian juga dengan jabatan politik dan 

jabatan karir haruslah ada perbedaan yang jelas untuk 

meminimalkan politisasi pegawai negeri sipil di daerah. Sulit untuk 

menciptakan mekanisme check and balances antara eksekutif daerah 

dengan DPRD tanpa keterlibatan masyarakat. Kurangnya 

partisipasi masyarakat akan menyebabkan kecenderungan 

pemerintah daerah dengan DPRD berkolaborasi secara negatif 

karena tidak DGDQ\D� ¶SUHVXUH� WR� EH� FRPSHWLWLYH·�� 7HNDQDQ� GDUL�

PDV\DUDNDW� GDODP� EHQWXN� ¶GHPDQG� DQG� VXSSRUW·� baik kepada 

pemerintah daerah maupun kepada DPRD.  

Selain itu, DPRD sebagai ujung tombak legislasi di daerah 

dihadapkan pada berbagai persoalan internal yang sangat 

mempengaruhi kinerja DPRD terutama masalah kualitas anggota 

dewan yang minim pemahaman tentang fungsi-fungsi yang 

dimiliki utamanya fungsi anggaran (budgeting) dan fungsi legislasi. 

Kelemahan itu tentu saja berakibat pada kinerja DPRD yang begitu 

rendah terutama dalam penyusunan perda sebagai salah satu 

tanggung jawab DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan 

peraturan daerah. DPRD sebagai wakil rakyat seharusnya menjadi 

sumber inisiatif, ide dan konsep mengenai berbagai peraturan 

daerah yang akan mengikat masyarakat, sebab merekalah yang 

seharusnya mengetahui secara tepat kebutuhan publik.  

FAKTOR MEMPENGARUHI 
FORMULASI KEBIJAKAN 

ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH 
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Interaksi antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten 

Sidenreng Rappang dalam pembahasan RAPBD yang hasilnya 

ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang APBD tidak dapat 

dilepaskan dari 2 (dua) aspek, yaitu pertama, mekanisme 

pembahasan Rancangan APBD yang berlaku di Kabupaten 

Sidenreng Rappang, dan kedua interaksi yang terjadi antara DPRD 

dan pemerintah daerah pada tahapan perumusan KUA-PPAS serta 

perumusan kebijakan APBD dalam bentuk Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengingat 

secara keseluruhan tahapan ini merupakan bagian dari serangkaian 

proses formulasi kebijakan APBD. 

Tidak adanya konsep pokok-pokok pikiran DPRD tentu 

membawa dampak pada proses pembahasan APBD dimana DPRD 

tidak mempunyai data pembanding yang menjadi kebutuhan 

masyarakat secara umum dan prioritas yang harus dilaksanakan. 

Kondisi ini semakin diperparah oleh kekurang-pahaman sebagian 

anggota Badan Anggaran DPRD ketika membaca dan mengkaji 

RKA-OPD. Di lain sisi masalah ini juga tidak terlepas dari 

kelemahan pemerintah daerah dalam hal transparansi karena 

berbagai dokumen yang menyangkut RKA-OPD yang lengkap 

secara keseluruhan tidak diserahkan kepada Badan Anggaran 

DPRD sebelum dilakukannya tahap pembahasan.  

 

BUDAYA SIPAKATAU, 
SIPAKALEBBI DAN 

SIPAKAINGE DALAM 
PEMBAHASAN KUA-PPAS 

DAN RAPBD 
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Interaksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah 

Daerah dalam Proses Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD . 

Pertama Interaksi Asosiatif bargaining, interaksi dalam pembahasan 

KUA-PPAS senantiasa diwarnai dengan bargaining, terjadi ketika 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah sudah kewalahan mengatasi 

tanggapan dan pertanyaan dari anggota Badan Anggaran DPRD 

maka dilakukan kerjasama dengan mengakomodir saran dan 

masukan program kegiatan dari hasil Reses. 

Kedua Interaksi Asosiatif ² Akomodatif,  Interaksi asosiatif 

akomodatif, pihak DPRD mengakui keterbatasannya dalam proses 

perumusan konsep KUA-PPAS yang telah disusun dan 

disampaikan pemerintah daerah. Sementara pihak pemerintah 

daerah juga memahami kondisi anggota DPRD, karena itu 

kesepahaman terhadap aspek-aspek yang dipermasalahkan 

diselesaikan secara akomodatif dengan pendekatan kearifan lokal : 

Sipakatau, Sipakalebbi dan Sipakainge sehingga terjadi kompromi. 

Ketiga Interaksi Disosiatif Persaingan dan Kontravensi, 

Interaksi disosiatif dalam bentuk persaingan baik internal anggota 

Banggar DPRD maupun antara anggota Banggar DPRD dan TAPD. 

Nampak ketika terjadi perbedaan persepsi terhadap program 

kegiatan, ketika TAPD memaparkan hasil rumusannya. Banggar 

DPRD mencermati dan berusaha keras supaya ada pergeseran atau 

perubahan program kegiatan. Persaingan aktor di internal Banggar 

DPRD terjadi ketika dalam pemaparan draf yang disampaikan 

PENUTUP 
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